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Pelaksanaan jual beli buah rambutan yang masih di pohon di Desa Pulau 
Birandang dilakukan secara borongan antara pemilik buah rambutan dengan 
pembeli. Seperti halnya di Desa Pulau Birandang adanya akad jual beli dikalangan 
masyarakat yang masih belum diketahui hukumnya seperti masalah penghitungan 
buah yang berada di pohon yang pada saat tertentu pohon bisa terkena bencana 
banjir, sehingga mengurangi jumlah buah yang terhitung sejak awal akad dan 
disaat musim gugur pun dikhawatirkan buah akan rusak sebagian bahkan 
semuanya. Persoalan yang lain adalah tentang kualitas buah di atas pohon, belum 
tentu buah menghasilkan isi yang bagus. Sehingga hal ini menimbulkan adanya 
ketidakpastian di dalam perhitungan dan kerugian pada pihak si pembeli. 
Pelaksanaan jual beli buah rambutan dipohon ini terjadi dengan menggunakan 
sistem taksiran. Pembeli memperkirakan jumlah buah rambutan yang akan 
dihasilkan dengan cara melihat langsung kekebun rambutan seberapa besar 
pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah pihak pembeli 
melihat keadaan buah rambutan tersebut, barulah pihak penjual dan pihak pembeli 
mengadakan negoisasi tentang harga. 
Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-
data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informasi atau objek 
yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dari data yang dikumpulkan dilapangan 
penulis tidak menemukan data yang akurat mengenai berapa jumlah populasi 
penelitian ini oleh karenanya penulis mengambil sampel 5 orang dari pedangan 
dan pembeli sebanyak 5 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
total sampling. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 
observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai 
literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah dalam pelaksanaan 
jual beli borongan buah rambutan, Penerapan konsep Maqashid as-syari‟ah, 
melalui corak penalaran yang dikembangkan oleh penalaran ta‟lili degan 
menggunakan metode istihsan dan qiyas.  Pelaksaan ini dibolehkan karena dilihat 
dalam kandungan dari metode istihsan, jual beli ini mengandung unsur 
kemaslahatan bagi umat dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Seperti 
telah disebutkan diatas bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan akad 
jual beli dengan unsur suka sama suka. Pelaksaan ini tidak bertentangan dengan 
Fiqih Muamalah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara‟, Karena jual beli 
buah rambutan di pohon ini saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan 
hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan 
pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Memenuhi kebutuhan jasmani dan 
rohani manusia untuk saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup 




Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 
hubungannya dengan lain disebut Muamalah.
2
 Salah satu bidang muamalah yang 
sering dilakukan adalah jual beli. Mengenai masalah muamalah ini Hukum Islam 
dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat 
terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat. 
Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, 
karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, Masyarakat tidak bisa 
berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dari akad jual beli ini masyarakat dapat 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), 
kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.  
Ditinjau dari Hukum dan syarat jual beli Jumhur Ulama membagi menjadi 
dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli tidak sah. 
                                                             
1
 R. Abdul Djamali, Hukum Islam, (Mandar Maju, 2002), cet ke-3, h.143. 
 
2
 Ahmad Azha, Basyir, Asal-asal Hukum Muamalah  (Hukum Perdata Islam), 




Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara‟ baik rukun 
maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah  adalah jual beli yang tidak 




Dalam literatur fiqih, pelaksanaan jual beli dapat terjadi dan sah apabila 
telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara‟ adapaun syarat 
dan jual beli adalah: Adanya prihal penjual dan pembeli, shighat (ijab dan kabul), 
dan ma‟qud‟alaih (objek akad).
4
 
Apabila tidak ada dari salah satu dari rukun tersebut dalam suatu transaksi 
jual beli, maka jual belinya tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut 
mengandung unsur penipuan dan gharar atau atau jual beli itu pada dasarnya tidak 
disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan anak kecil, orang gila, atau barang 
yang di jual itu barang-barang yang di haramkan oleh syara‟, seperti bangkai, 
darah, babi, dan khamar. Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi 
jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan yang 
besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang diakukannya sudah 
sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak. 
 Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim :  
ِْٛع  ٍْ ثَ َظههَى َع َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهٗه َّللاه ِْٛع اْنَغَسزِ ََٓٗ َزُظُٕل َّللاه ٍْ ثَ َع َٔ اْنَحَصبِح   
“Rosulullah SAW, melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual 
beli yang mengandung kesamaran.” 
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 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 92. 
 
4
 Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 




 Di samping itu Allah juga memerintahkan agar jual beli dilangsungkan 
dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan 
takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang,
5
 
sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al- Isra‟(17): 35. 
  ِٔ ٍُ رَأْ اَْحَع ٔه ٌْٛس  ِْٛىِۗ ٰذنَِك َخ ْعزَقِ ًُ ا ثِبْنقِْعطَبِض اْن ْٕ ِشَُ َٔ َْٛم اَِذا ِكْهزُْى  فُٕا اْنَك ْٔ اَ ًْٚل َٔ  
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya”. 
 
 Berkaitan dengan akad jual beli, Ahmad Djazuli mengutip dari Ahmad 
Azhar Basir mengemukakan prinsip-prinsip mu‟amalah yang tidak boleh 
ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli, yaitu: Pada dasarnya segala 




Qawa‟d Fiqhiyah Ke-50: 
ْٛماْألَْصُم فِٙ  ثَبَحخُ إاِله ثَِدنِ اْْلِ َٔ َعبَيلَِد اْنِحمُّ  ًُ ِط فِٙ اْن ْٔ ُس انشُّ  
“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan 
diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”. 
 
Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam jual beli agar sesuai 
dengan tujuan dan prinsip dasar Fiqih Muamalah maka harus memenuhi asas-asas 
Muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikaitkan sebagai teori 
Yang membentuk hukum muamalah, asas-asas tersebut yakni: 
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 Imam An-Nawawi, Syarat Shahih Muslim  Jilid 7, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 
cet ke-2. h. 499. 
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1) Asas Taba‟dul Manafi  
Bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan 
Keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini 
bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau Pihak-pihak dalam 
masyarakat dalam rangka saling memenuhi Keperluan masinh-masing 
dalam rangka kesejahteraan bersama. 
2) Asas pemerataan 
Merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang Muamalah 
yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang 
Sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara 
masyarakat, baik kaya maupun miskin. 
3) Asas Antaradim atau suka sama suka 
Merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan, bahwa setiap 
bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan 
kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan 
suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam 
menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek Perikatan dalam 
bentuk muamalah lainnya. 
4) Asas Adam Al-Gharar 
Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar 
Yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa 
dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 




5) Asas Al-Birr wa at-taq 
Merupakan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka 
sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu 
dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesame manusia 
untuk al-birr wa at-taqwa, yakni kebijakan dan kebijakan dalam berbagai 
bentuknya. 
6) Asas Musyarakah 
Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan 
musyarakah yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan 
bukan hanya pihak yang terlibat, melainkan juga bagi kelurusahan 
masyarakat. Asas ini melahirkan bentuk pemilikan. Pertama, milik pribadi 
atau perorangan adalah harta atau benda dan manfaatnya dapat dimiliki 
perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak 
Allah atau haqqullah. 
Enam prinsip diatas mengungkapkan bahwa jual beli bukan hanya sekedar 
kegiatan tukar menukar barang oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan, 
tetapi jual beli merupakan menginfestasi manusia untuk saling tolong menolong, 
sehingga tidak dibenarkan dalam jual beli terdapat sifat saling merugikan. Jual 
beli harus saling menguntungkan.  
Mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari mudharad dalam hidup bermasyarakat. 
  اَنضَّسَزُ ُٚصَالُ




Mu‟amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 
kesempitan.
7
 Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah(2): 188.  
َُُْٛكْى ثِبْنجَبِطم انَُكْى ثَ َٕ ا اَْي ْْٕٓ اَل رَأُْكهُ َٔ  
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil”. 
 
Masalah mu‟amalah senangtiasa selalu berkembang, tetapi perlu 
diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada 
pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu‟amalah yang disyariatkan oleh Allah 
adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah(2): 
275. 
ٰثٕاِۗ  َو انسِّ َحسه َٔ َْٛع  ُ اْنجَ
اََحمه َّللّاٰ َٔ  
“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 
Sehubungan dengan hal ini Syariat Islam menekankan agar dalam 
bertransaksi harus didasari dengan i‟tikad yang baik, karena hal ini menjadi 
pedoman kepada umatnya dalam melakukan usahanya, diantara nya pihak 
bertransaksi tidak saling merugikan. Tempat setiap orang melakukan perbuatan 
dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar. 
Macam-macam pola dagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari 
segi faktor internal maupun ekstrernal menjadikan perilaku dagang yang berbeda-
beda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran 
tentang kualitas barang dan sebagainnya. Kondisi seperti ini menyebabkan 
persaingan yang ketat antara pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan 
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untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak. Maka kedua belah pihak 
harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek yang dilakukan itu sudah 
sesuai dengan Syariat Islam atau belom, termasuk jual beli rambutan. 
8
 
Ibnu Qayyim ra. Berkata dalam kitab I'laamul Muwaqqi'iin, maksud 
dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi 
kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan 
tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun 
menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si 
pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli 
yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa 
dizdhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.
9
 
Para pelaku pelanggaran dalam bermuamalah dimasyarakat sangat banyak 
ditemui dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dan sudah 
menjadi kebiasaan dimasyarakat. Demikian halnya yang terjadi dan sudah 
menjadi kebiasaan di Desa Pulau Birandang, jika dilihat lebih dekat maka ada 
beberapa hal yang menarik untuk dikaji, sebagai contoh misalnya masalah 
penghitungan buah yang berada di pohon yang mana pada saat tertentu pohon 
terkena bencana banjir, sehingga mengurangi jumlah buah yang terhitung sejak 
awal akad dan disaat musim gugur pun dikhawatirkan buah akan rusak sebagian 
bahkan semuanya. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam 
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perhitungan dan dapat menimbulkan unsur gharar dan kerugian pada pihak si 
pembeli. 
Persoalan yang lain adalah tentang kualitas buah di atas pohon, belum 
tentu buah menghasilkan isi yang bagus dan ketika pembeli memakan buah 
rambutan tersebut dan ternyata isinya tidak bagus dan mengecewakan si pembeli. 
Pelaksanaan jual beli buah rambutan dipohon ini terjadi dengan menggunakan 
sistem taksiran. Dimana pembeli memperkirakan jumlah buah rambutan yang 
akan dihasilkan dengan cara melihat langsung kekebun rambutan seberapa besar 
pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah pihak pembeli 
melihatkan keadaan buah rambutan tersebut, barulah pihak penjual dan pihak 
pembeli mengadakan negosiasi tentang harga dan menentukan kesepakatan harga 
secara bersama. 
Di Desa Pulau Birandang ini, masyarakat mempunyai dua jenis pohon 
rambutan yang berbeda diantaranya rambutan nona dan rambutan binjai. Buah 
rambutan nona ini rasanya  asam, kecut serta buahnya lebih kecil dan tipis 
dagingnya sedangkan buah rambutan binjai rasanya manis buahnya besar dan 
dagingnya tebal, bukan hanya dari buah saja mereka berbeda melaikan dari segi 
harga mereka jauh berbeda, buah rambutan binjai lebih mahal dari buah rambutan 
nona. Oleh sebab itu juga masyarakat lebih memburu buah rambutan binjai dari 
pada buah rambutan nona. 
Proses pemanenan buah rambutan, biasanya langsung dipanen oleh si 
pembeli dari pohonnya setelah penjual mengambil hasil penjualannya dimuka, 




Pembayarannya pun bisa langsung lunas dan bisa juga setengah diawal dan 
dilunasi sebelum buah rambutan tersebut habis. Setelah adanya kesepakatan 
diantara kedua belah pihak sesuai dengan harga yang telah disepakati maka pohon 
rambutan itu sudah dianggap sah milik si pembeli sampai habis buah rambutan 
tersebut. Jual beli buah rambutan di pohon ini sering terjadi di masyarakat Desa 
Pulau Birandang setiap musimnya.  
Dan masyarakat biasanya menyebutkan transaksi ini dengan nama 
“mempajak buah rambutan (carter)”. Jual beli ini sudah menjadi tradisi 
masyarakat Desa Pulau Birandang dan turun temurun sampai saat ini.
10
 
Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis dan menelitinya guna 
mengetahui lebih dalam bentuk jual beli yang terjadi, sehingga penulis memberi 
judul penelitian ini dengan “Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah 
Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar”.  
 
B. Batasan Masalah 
Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada pelaksanaan 
jual beli Borongan buah rambutan menurut Fiqih Muamalah, selain itu tidak 
dibahas.  
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka dilakukan penelitian dengan  
menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan jual 
beli Borongan buah rambutan yang ditinjau dari Fiqih Muamalah. Untuk 
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mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi dengan sub masalah 
yaitu:  
1. Bagaimana pelaksaan jual beli Borongan buah rambutan di Desa Pulau 
Birandang Kecamatan Kampa ? 
2. Bagaimana pendapat para ulama mengenai jual beli Borongan buah 
rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ? 
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Borongan buah 
rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara 
umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain :  
1. Tujuan Penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli Borongan buah 
rambutan di Kecamatan Kampa. 
b. Untuk mengetahui pendapat para ulama terhadap jual beli Borongan 
buah rambutan. 
c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap 
pelaksaaan jual beli Borongan  buah rambutan.  
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus 
sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 
Fakultas Syari‟ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan 




b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman serta pemasukan 
dalam pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan di Desa Pulau 
Birandang Kecamatan Kampa. 
c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, 
intelektual dan menambah wawasan dan cakrawalah berfikir dan 
sebagai bahan bacaan untuk menambah referensi, informasi dan 
wawasan teoritis serta untuk merangsang pihak lain yang akan 
mengadakan penelitian lebih lanjut. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merupakan prosedur penelitian 
yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 
lisan dari informasi atau objek yang diamati. Penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Kampa Kabupate 
Kampar. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Adapun subjek penelitian ini adalah pedangan dan pembeli di Desa 
Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Sedangkan objek dalam penelitian 







3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 
subjek  yang mempunyai kualitas dan kharakteristik tertentu yang di 




Dari data yang dikumpulkan dilapangan penulis tidak menemukan 
data yang akurat mengenai berapa jumlah populasi penelitian ini oleh 
karenanya penulis mengambil sampel 5 orang dari pedangan dan pembeli 
sebanyak 5 orang, karena populasi sedikit maka penulis menggunakan 
total sampel (jumlah sedikit). 
Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki populasi tersebut.
12
 
4. Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 
sumber data yaitu :  
a. Data Primer 
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan
13
 
yang terdiri dari observasi, wawancara. Wawancara dari pembeli dan 
penjual buah rambutan di Kecamatan Kampa. 
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b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan 
literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian
14
. Data 
Sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah:  
a. Observasi, 
Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan 
mengenai masalah yang diteliti.  
b. Wawancara,  
Yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai 
teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalah 
secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya 
terkait permasalahan yang dibahas
15
. Dalam hal ini, yang di 
wawancarai adalah para penjual dan pembeli yang melakukan 
pelaksanaan jual beli buah yang masih diatas pohon tersebut, yang 
kesemuanya ini digunakan sebagai responden dan informan.  
 
 









6. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif 
kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis 
menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 
utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.  
7. Metode Penulisan 
Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data 
tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :  
Metode penulisa yang digunakan adalah :  
a. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan 
apa adanya. 
b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudia dianalisis dan ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum.  
c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan 
ditarek kesimpulan yang bersifat umum. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang 
dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu 
dengan bab lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat 




masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II :  LOKASI PENELITIAN 
   Pada bab ini membahas tentang geografis, demografis, agama, 
pendidikan, keadaan sosial, keadaan lokasi di Kecamatan Kampa. 
BAB III :  LANDASAN TEORI 
   Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian jual beli, dasar 
hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual 
beli. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN 
  Adapun yang diuraikan dalam bab empat ini: pembahasan hasil 
penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai 
pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan ditinjau dari fiqih 
Muamalah di Daerah Kecamatan Kampa.  
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 
  Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan 
dengan memberi saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan 





TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Keadaan Geografis Desa Pulau Birandang 
Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, jarak Desa Pulau Birandang dengan ibu 
kota Kecamatan Kampa lebih kurang 3,2 km dengan lama jarak tempuh sekitar 10 
menit, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 22 km dengan jarak tempuh 40 
menit. Desa Pulau Birandang merupakan dataran rendah. Adapun batas wilayah 






No. Batas Daerah Keterangan 
1. Sebelah Utara Desa Pantai Cermin 
2. Sebelah Selatan Sungai Kampar 
3. Sebelah Barat Desa Alam Panjang 
4. Sebelah Timur Desa Kuapan 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang,2021 
 Berdasarkan letak geografisnya, dari tabel diatas dapat dipahami bahwa 
sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan 
dengan Sungai Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alam Panjang, 
dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuapan. Curah hujan berkisar antara 
2.500 – 2.650 mm/tahun, Suhu udara rata-rata tahunan berkisar 32°C, dimana 
puncak bulan basah pada bulan April dan bulan Oktober, serta bulan kering pada 
bulan Febuari dan bulan Juli. 
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B. Luas dan Penggunaan Tanah 
Luas Wilayah Desa Pulau Birandang adalah 4.268 Ha yang terdiri dari 
area pemukiman, sawah, kebun, ladang, pemakaman, perkantoran, sekolah, jalan, 
dan lapangan sepak bola yang dapat dilihat pada tabel 2.2. Berdasarkaan tabel 
tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Pulau Birandang 
adalah untuk lahan perkebunan dan persawahan yaitu dengan luas kurang lebih 
2.500 Ha. Hal ini dikarenakan mata pencarian utama penduduk desa adalah sektor 
perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit.  
Penggunaan lahan paling kecil untuk pemakaman yaitu 2 Ha dengan 
persentase 0,01%. Perkebunan karet 100% merupakan perkebunan masyarakat 
secara swadaya dimana para tetua desa dulu nya menebang hutan dan menanam 
karet lokal sehingga perkebunan karet tersebut menjadi warisan bagi anak cucu 
mereka. Sedangkan perkebunan kelapa sawit sebagian besar merupakan 
perkebunan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dengan PTVN V dan hanya 
sebagian kecil dalam bentuk swadaya
17
. 
Selain tanaman karet dan kelapa sawit, terdapat juga berbagai jenis 
tanaman buah-buahan seperti jenis tanaman buah rambutan. Desa ini mempunyai 
kebun buah rambutan yang sangat lebat dengan cita rasa yang khas, dikarenakan 
buah rambutan di daerah ini memiliki rasa yang lebih dari buah rambutan 
kebanyakannya. Selain itu Desa Pulau Birandang dipisahkan oleh aliran sungai 
kampar, adalah hal yang unik mengenai desa ini yang mana sungai yang 
berpapasan dengan desa terdapat sebuah pulau yang berada di tengah-tengah 
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Sungai Kampar. Dulu awalnya pulau ini berada di mudik desa, namun seiringnya 
waktu pulau tersebut beralih dikarenakan terbawa oleh aliran sungai, dan sekarang  




Luas Desa Pulau Birandang 
Menurut Penggunaannya 
 
No Penggunaan Luas (Ha) 
1 Pemukiman  1.200 Ha 
2 Sawah dan Kebun  2.500 Ha 
3 Ladang/ Tegalan 500 Ha 
4 Pemakaman  2 Ha 
5 Lainnya 66 Ha 
Jumlah 4.268 Ha 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021 
C. Kependudukan  
1. Jumlah Penduduk 
Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan 
melaksanakan pembangunan serta mengelolah sumber-sumber daya alam 
yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. 
Menurut Monografi Desa Pulau Birandang tahun 2021 penduduknya 
berjumlah 5.251 jiwa, yang terdiri dari 2.687 jiwa laki-laki dan 2.573 jiwa 
perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.409 KK.  
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Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang  
Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Anggota Jumlah Penduduk 
1. Laki-laki 2.678  Jiwa 
2. Perempuan 2.573  Jiwa 
3. KK 1.409  Jiwa 
Jumlah 5.251 Jiwa 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021 
2. Kehidupan Beragama 
Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, sebab 
kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana 
masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat 
sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan 
undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan 
didalam kehidupan manusia. 
Penduduk Desa Pulau Birandang, sebagian besar komponen 
masyarakatnya beragama islam dan sebagian kecilnya dari mereka 
beragama lain, akan tetapi dengan perbedaan itu tidak membuat mereka 




Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang  
Menurut Agama Dan Kepercayaannya 
 





















Jumlah 5840 100% 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021 
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Dari tebel diatas dapat diketahui bahwa Agama Islam dianut oleh 
sebagian besar masyarakat Desa Pulau Birandang yaitu 5.810 orang (98%) 
dan sebagian kecilnya menganut Agama Kristen yaitu 30 orang (2%) dari 
komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai islam itu 
membudidayakan dalam kehidupan bermasyarakat.  
Kehidupan keagamaan pada penduduk Desa Pulau Birandang 
berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan di berbagai bidang. 
Hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 8 unit 
mesjid dan 4 unit mushollah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan 
untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajat Al-




Jumlah Lembaga Keagamaan Desa Pulau Birandang 
Tahun 2020/2021 
 
No Tempat Beribadah Jumlah  
1 Mesjid  8 unit  
2 Mushollah 4 unit 
3 Gereja  - 
4 Pura   - 
5 Vihara  - 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga 
keagamaan di Desa Pulau Birandang adalah sebanyak 8 unit mesjid dan 4 
unit mushollah.  
3. Pendidikan  
Pendidikan di Desa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah 
mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga 
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anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap 
pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. 
Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah di 
tinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan 
kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah 
dalam melaksanakan dan menanamkan wajib belajar bagi anak-anak yang 
berada dalam usia sekolah.  
Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintahan telah 
mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti 
gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat 
ini sekolah yang ada di desa ini baru sampai Aliyah atau sederajat dengan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
21
. Untuk lebih jelasnya, dapat 




Jumlah Sarana Pendidikan  
Di Desa Pulau Birandang 
 
No Jenis Sekolah 
Status  
Jumlah 































Jumlah 13 9 22 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas 
pendidikan yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 5 Pendidikan Usia 
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Dini, 6 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 1 Madrasah 
Diniyah Awaliyah, 2 Sekolah Menengah Atas.  
Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya 
sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan 
sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang 
ada maka sebagian besar anak yang telah lulus Sekolah Menengah Atas 
melanjutkan ketempat lain.  
Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang 
ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang 
belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas
23
. Data 
mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkaan tingkat pendidikan di 




Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang 
Menurut Tingkat Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 
1 SD/MI 1000  Jiwa 
2 SLTP/MTS 712  Jiwa 
3 SLTA/MA 1087  Jiwa 
4 S1/Diploma 762  Jiwa 
5 Putus Sekolah 324  Jiwa 
6 Buta Hurup 65  Jiwa 
Jumlah 3.950  Jiwa 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau 
Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 1000 jiwa dan tamat SLTA/MA 
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yaitu 1087 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan 
tingkat pendidikan paling sedikit ialah masyarakat yang buta hurup  yaitu 65 jiwa 
dan masyarakat yang putus sekolah 342 jiwa.  
Hal ini telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, jadi tingkat 
pendidikan masyarakat di Desa Pulau Birandang tergolong rendah. Permasalahan 
ini menjadi tugas semua pihak untuk merantaskan kemiskinan dan kebodohan 
untuk bisa tercapainnya tujuan pembangunan desa serta peningkatan pengetahuan 
tentang keagamaan.  
 
D. Keadaan Ekonomi  
Keadaan ekonomi Desa Pulau Birandang, hampir sebagian besar 
mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani baik petani padi, petani 
karet, maupun petani kelapa sawit. Di samping itu juga ada wiraswasta, 
pedangang dan beberapa yang bermata pencarian lainnya, sebagaimana dijelaskan 




Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 
Di Desa Pulau Birandang 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Petani  2234 Orang 
2. Pedagang  124 Orang 
3. PNS 120 Orang 
4. Tukang  70 Orang 
5. Guru  55 Orang 
6. Pensiunan  83 Orang 
7. Swasta  80 Orang 
8.  Lainnya  126 Orang 
Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021 
Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa penduduk Desa Pulau Birandang 
hampir sebagian besar bermata pencarian petani yaitu berjumlah 2234 orang/jiwa, 
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yang artinya setiap penduduk memiliki lahan pertanian dan perkebunan untuk 
mereka tanami. Akan tetapi jenis pekerjaan yang paling sedikit di Desa Pulau 
Birandang adalah mata pencarian guru yaitu hanya berjumlah 55 orang/jiwa.  
 
E. Adat Istiadat dan Sosial Budaya 
Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, 
bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke.  
Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri 
dari suku, seperti: Suku Melayu, Domo, Piliong, Kampai, Patopang dan lain 
sebagainnya. Walaupun mereka berbeda dalam suku namun dalam kehidupan 
sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu 
dengan yang lainnya. 
Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Desa Pulau Birandang adalah 
berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilinear), sehingga setiap anak dan 
kemenakan
26
 lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari 
nenek. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga 
seluruh anak akan bersuku sama dengan suku ibunya. 
Selanjutnya   menurut  adat  di  Desa  Pulau  Birandang  anak  perempuan 
mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus 
garis keturunan yang berpola Matrilinear.  
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A. Jual Beli 
Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Menurut 
syara‟ jual beli adalah penukaran atas dasar suka sama suka
27
.  
Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidup setiap hari,  karena dalam setiap pemenuhan 
kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Si 
penjual menjual barangnya dan si pembeli membelinya dengan menukarkan 
barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya 
kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada 
satu ruangan saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan 
internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar
28
. 
Jual beli merupakan salah satu bidang Muamalah yang sering dilakukan, 
dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa 
petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam 
melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang 
semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan akan tumbuh dan 
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berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk 
dengan akad jual beli. 
1. Defenisi Jual Beli 
Dalam istilah Fiqih disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, 
mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz al-ba’ dalam bahasa 
arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira’ 
(beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual tetapi sekaligus juga berarti 
beli
29
. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai’, al-tijarah 
dan al-mubadalah, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Fathir (35): 29. 
َسحً نٍه رَجُٕزَ  ٌَ رَِجٰ  َْٚسُجٕ
“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”
30
 
Sebagian Fuqaha’ berpendapat bahwa arti “jual” secara bahasa adalah 
mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti
31
.  
Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan 
barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. 
 





Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah 
sebagai berikut: 
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a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan 
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 
dasar saling merelahkan. 
b. Ulama Hanafiyah mendefenisikan jual beli yaitu arti khusus: 
 
Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut 
cara yang khusus.”  
 
Sedangkan arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar 
harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau 
uang. 
c. Ulama Syafi‟iyah  
Menurutnya jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar 
menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti 




d. Pendapat Hasby Ash-Shidiqy  
Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran benda dengan 
benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan 
ada penggantinya dengna cara yang diperbolehkan. Akad yang tegak atas 
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e. Ulama Malikiyah  
Membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti 
umum dan arti khusus. Adapun arti khusus ialah “Jual beli adalah akad 
mu‟awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk 
menikmati kesenangan”. Sedangkan Jual beli dalam arti umum ialah suatu 
perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau 
kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. 
Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah 




Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli 
ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 
secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda 
dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang 
telah dibenarkan syara‟ dan disepakati. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang 
tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan 
hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa “tindakan hukum dan 
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Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 
mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah saw. 
Terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara 
tentang jual beli, antara lain : 
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah swt. yang 
disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat 
Jibril selama beliau menjadi Rasul dan merupakan sumber hukum pertama 
dalam Islam yang berisikan perintah-perintah serta larangan-larangannya. 
1) Allah SWT berfirman dalam surat Q.S Al-Baqarah (2): 275. 
ا   ٰٕ ثَ َو ٱنسِّ َحسه َٔ َْٛع  ُ ٱْنجَ أََحمه ٱَّلله َٔ  ِۗۗ  
Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. 
 
Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual 
beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama 
diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang 
bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia
37
. 
Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba 
menurut Al-Mali ialah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau 
komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut 
ketentuan syara‟, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua 
belah pihak atau salah satu dari keduanya
38
. 
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2) Allah  juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2):198. 
                  





3) Allah juga berfirman dalam Q.S An-Nisaa‟(4): 29. 
                       
         
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 




Berdasarkan ketiga ayat diatas menerangkan bahwa adanya 
larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta 
diperbolehkannya melakukan kegiataan perniagaan asalkan dengan 
syarat sukarela dan ridho diantara kedua belah pihak.  
Antara penjual dan pembeli tidak boleh saling merugikan harus 
saling menguntungkan. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan 
terlalu banyak dengan cara melipat gandakan harga barang atau benda 
yang dijual, karena hal itu sama dengan riba dan riba itu diharamkan.  
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Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang 
diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang 
menyatakan : 
1) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa‟ah ibn Rafi‟ : 
انسجم ثٛدِ ٔكم ثٛع يجسٔزأٌ انُجٗ صهٗ َّللا عهّٛ ٔظهى ظئم أٖ انكعت أطٛت قبل عًم   
 “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan 
apa yang paling baik. Rasulullah saw, menjawab usaha tangan manusia 
sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur), artinya jual beli 
yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah 
dari Allah swt.  
2) Hadist dari al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, Rasulullah 
menyatakan : “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. 
3) Hadist yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda: “Pedagang 




Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli 
menjadi sah, batal, dan rusak. Penjelasan mengenai ketiga bentuk hukum 
jual beli tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 
Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang 
melakukan akad. 
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b) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, 
atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan 
ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.  
c) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat 
pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti 
jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz (anak umur 7 





Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat 
bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun 
dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan 
hidupnya tanpa bantuan orang lain
43
. Alasan inilah yang kemudian 
dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan 
mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.   
Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di 
atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu 
diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam 
jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak 
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masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah 
sepakat akan disyariatkannya jual beli. 
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli  
a. Rukun Jual Beli  
Penetapan jual beli menuai beberapa perbedaan pendapat dari para 
ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab 
dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan 
ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:  
1) Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli  
2) Objek akad (barang dan harga) 
3) Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)  
Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual 
beli itu ada empat, yaitu:  
1) Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli)  
2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)  
3) Ada barang yang dibeli  
4) Ada nilai tukar pengganti barang. 
Suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, 
apabila salah satu rukun tidak terpenuh, maka transaksi jual beli yang 
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b. Syarat-syarat Orang yang Berakad  
Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual 
beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :  
1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus 
memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli 
dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum 
berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.  
2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa 
pihak manapun.  
3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya 
seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai 
penjual sekaligus sebagai pembeli. 
c. Syarat - syarat Sah Jual Beli  
Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:  
1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 
diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun 
kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur 
paksaan, tipuan, mdarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membat 
jual beli itu rusak.  
2) Apabila barang yang diperjualbelikan it benda yang bergerak, maka 
barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang 








Syarat terlaksananya akad pun terbagi dua : nafidz dan mauquf.  
1) Jual beli nafidz adalah yang dilakukan orang yang telah memenuhi 
syarat dan dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai 
kewenangan melakukan akad, sehingga akadpun bias menjadi sah.  
2) Jual beli mauquf adalah yang dilakukan orang yang tidak memenuhi  
nafidz  yaitu  bukan  milik  dan  tidak  kuasa melakukan   
akad seperti jual beli fudul (milik orang lain tanpa ada izin)
46
.  
d. Syarat Yang Terkait Dalam Ijab Qabul  
Adapun syarat yang terkait dalam ijab qabul, yaitu :  
1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.  
2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai 
maka jual beli tidak sah.  
3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah 
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e. Syarat - syarat Barang Yang Diperjualbelikan  
Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 
sebagai berikut :  
1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, 
seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.  
2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi 
kuasa orang lain yang memilikinya. 
3) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.  
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung. 
5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, 
dan harganya.  
6) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang 
tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-
barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika 
dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan 
tekhnologi atau yang lainnya, maka barangbarang itu sah 
diperjualbelikan.  
4. Kedudukan Dan Fungsi Akad  
Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqdu yang secara etimologi 
berarti perikatan dan perjanjian. Secara terminology fiqh, akad didefinisikan 
dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan Kabul) sesuai dengan 
kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Perkataan Aqdu 
mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mangatakan 




pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah 
perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan natara lain 
satu dengan yang lain.  
Sedangkan  menurut istilah yang  dimaksud dengan  akad adalah 
perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhaan 
kedua belah pihak
48
. Sedangkan ada pula yang mendefinisikannya, akad ialah 
“berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang 
berpengaruh pada kedua pihak”. 
 Adapun Akad menurut kedudukannya:  
1) Akad Pokok (al-„aqd al-ashli) adalah akad yang berdiri sendiri yang 
keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Seperti: akad jual 
beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. 
2) Akad asesoir (a-„aqd at-tabi‟) adalah akad yang keberadaannya tidak 
berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada 
dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Seperti: 
penanggungan (alkafalah) dan akad gadai (ar-rahn)
49
. 
Berkaitan dengan akad jual-beli, Ahmad azhar Basyir mengemukakan 
prinsip-prinsip mu‟amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan 
transaksi jual beli, yaitu:  
1) Pada dasarnya segala bentuk mu‟amalah adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan lain oleh al-Qur‟an dan sunnah Rasul.  
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2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur 
paksaan.  
3) Mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.  
4) Mu‟amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari 
unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan
50
. 
Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara‟ 
bias dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut 
harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan ummat.  
Qaidah diatas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan 
sebagai “sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan 




5. Macam-Macam Jual Beli  
Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat 
macam, yaitu:  
a. Jual beli salam (pesanan), jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, 
yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka 
kemudian barangnya diantar belakangan.  
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b. Jual beli muqayadhah (barter), jual beli muqayadhah adalah jual beli 
dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan 
sepatu.  
c. Jual beli muthlaq, jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu 
yang tela disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.  
d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, jual beli alat penukar dengan 
alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat 




Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam 
Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:  
a. Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang kelihatan ialah pada 
waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan 
ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat, 
seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.  
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli yang 
disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). 
Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak 
tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkanbarang atau 
sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian 
sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa 
tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.  
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c. Jual beli benda yang tidak ada,j ual beli benda yang tidak ada serta tidak 
dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena 
barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang 
tersebut diperoleh dari curiaan atau barang titipan yang akibatnya dapat 
menimbulkan kerugian salah satu pihak.  
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam  
Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang 
dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat 
dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaiu jual 
beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor 
yang menghalangi kebolehan proses jual beli.  
a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk 
kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:  
1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh 
diperjualbelikan.  
Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk 
diperjualbelikan seperti: babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman 
yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena 
barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air 
mani (sperma) binatang. 
  Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu 
ibu. Imam syafi‟i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil 




melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari daging 
manusia yan haram diperjualbelikan. Bentuk jual beli sebagaimana 
disebutkan diatas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan 
tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam 
pejantan tanpa ada keharusan pembayaran. 
2) Jual beli yang belum jelas  
Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk 
diperjualbelikan, karena dapat merugikan sala satu pihak, baik penjual, 
maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak 
jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, 
maupun ketidakjelasan lainnya.  
3) Jual beli bersyarat  
Jual beli  yang ijab qabulnya  dikaitan dengan syarat-syarat tertentu  
yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang 
merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang 
dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, 
mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus 
menjadi istriku”. Atau sebaliknya sipenjual berkata: “Ya, saya jual 
mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.” 
4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan  
Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, 
kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, 




Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-
perbuatan maksiat.  
Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka 
hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dan 
perbuatan dosa dan maksiat.  
5) Jual beli yang dilarang karena dianiya  
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan 
hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih 
membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang 
seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan 
penganiayaan terhadap anak binatang.  
6) Jual beli muhaqalah  
Jual  beli  muhaqalah  yaitu  menjual   tanam-tanaman  yang  masih  
disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini 
masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.  
7) Jual beli mukhadharah  
Jual beli mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih 
hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih 
hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena 
barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh 






8) Jual beli mulamasah  
Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. 
Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu 
malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti 
telahmembeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung 
tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu 
pihak.  
9) Jual beli munabadzah  
Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar. 
Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada 
padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. 
Setelah terjadi lempar-melepmar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang 
agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.  
10) Jual beli muzabanah  
Jual  beli muzabanah yaitu menjual buah yang masih basah dengan 
buah yang kering. Seperti menjualpadi kering dengan bayaran padi 
basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga 
merugikan pemilik padi kering.  
b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak 
terkait. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut: 
1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada 




bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama di 
putuskan.  
2) Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya 
adalah menguasai barang sebelum sampai dipasar agar dapat 
membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual 
dipasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan 
para pedagang lain, terutam yang belum mengetahui harga pasar. Jual 
beli seperti ini dilarang karena dapat menganggu kegiatan pasar 
meskipun akadnya sah.  
3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan 
dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli 
seperti ini dilarang kaena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka 
tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.  
4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu 
bahwa barang itu barang curian/rampasan, mak keduanya telah 
bekerja sama dalam pembuatan dosa. Oleh karena itu jual beli 
semacam ini dilarang. 
7. Prinsip Jual Beli 
Secara umum, ada beberapa unsur dalam fiqih muamalah yang 
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a. Zalim, Islam melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau 
membahayakan salah satu pihak. Karena bila itu terjadi, maka unsur 
kedzaliman telah terpenuhi. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2): 
279.  
نُِكْى اَل رَ  َٰٕ إٌِ رُْجزُْى فَهَُكْى ُزُءُٔض أَْي َٔ َزُظٕنِِّۦ ۖ  َٔ  ِ ٍَ ٱَّلله  ثَِحْسٍة يِّ
اَل فَئٌِ نهْى رَْفَعهُٕا  فَأَْذَُٕا  َٔ  ٌَ ٕ ًُ ْْظهِ
 ٌَ ٕ ًُ  رُْْظهَ
Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
Maka ketahuilah, bahwa Allahdan Rasul-Nya akan 
memerangimu.dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 
riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 




b. Riba, firman Allah Swt dalam surat Al-baqarah (2): 278. 
َب ٱنهرِ  ْٓأَُّٚٓ َٰٚ ٍَ ْؤِيُِٛ ا  إٌِ ُكُزُى يُّ ْٓ ٰٕ ثَ ٍَ ٱنسِّ َٗ ِي  َيب ثَقِ
َذُزٔا  َٔ  َ ٍَ َءاَيُُٕا  ٱرهقُٕا  ٱَّلله ٚ  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allahdan 





c. Maysir, (perjudian) dalam surat Al-Maidah (5): 90. 
ْٛطَٰ  ِم ٱنشه ًَ ٍْ َع ُى ِزْجٌط يِّ
ٱأْلَْشنَٰ َٔ ٱأْلَََصبُة  َٔ ِْٛعُس  ًَ ٱْن َٔ ُس  ًْ ب ٱْنَخ ًَ  إَِه
ا  ْٕٓ ٍَ َءاَيُُ َب ٱنهِرٚ أَُّٚٓ
ْٓ َٰٚ ٍِ
 ٌَ  فَٲْجزَُِجُُِٕ نََعههُكْى رُْفهُِحٕ
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka 
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d. Haram. Dalam transaksi jual beli, Islam mengharamkan 
memperjualbelikan barang-barang haram, baik dari sumber barang 
maupun penggunaan (konsumsi) barang tersebut. Firman Allah surat Al-
Baqarah (2) : 173. 
 ِ ِْٛس ٱَّلله ِْمه ثِِّۦ ِنَغ
َيبْٓ أُ َٔ نَْحَى ٱْنِخُِصِٚس  َٔ َو  ٱنده َٔ ْٛزَخَ  ًَ ُْٛكُى ٱْن َو َعهَ ب َحسه ًَ اَل َعبٍ  فََلْٓ إَِه َٔ َْٛس ثَبٍ   ٍِ ٱْططُسه َي ًَ  ۖ فَ
ِحٛىٌ  َ َيفٌُٕز زه ٌه ٱَّلله ِّ ۚ إِ ْٛ  إِْثَى َعهَ
Artinya  :“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi,dan binatang yang (ketika disembelih) 




e. Maksiat, apapun bentuk maksiat yang tedapat dalam proses transaksi 
(muamalat)  merupakan hal yang diharamkan. Seperti hadist Nabi Saw 
dari Abu Mas‟ud Al-Anshari r.a yang artinya :  
Artinya : Dari Abu Mas‟ud Al Anshari r.a ia berkata : “bahwasanya 
Rasulullah saw. Melarang memberi harga anjing dan hasil 
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 Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab 
sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis merangkum beberapa 
kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan jual beli buah rambutan di pohon yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Pulau Birandang di awali dengan pihak penjual yang 
ingin menjual hasil perkebunannya, kemudian pihak pembeli melakukan 
peninjauan secara langsung kelokasi perkebunan yang ingin 
diperjualbelikan, maka pada saat itu harga ditetapkan dengan cara 
negoisasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan 
bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut, kesepakatan 
dapat terjadi di perkebunan maupun di rumah pihak penjual. Setelah 
adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pihak pembeli 
langsung membayar kepada pihak penjual. Selang beberapa hari kemudian 
pihak pembeli lansung mengambil barang yang sudah dibelikan itu. 
Keputusan ini hanya dibuat secara lisan dan jika terjadi risiko ditanggung 
oleh masing-masing pihak dan di luar kesepakatan bersama. Pelaksanaan 
ini merupakan kegiatan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat 
pedesaan. 
2. Faktor pendorong masyarakat melakukan pelaksanaan jual beli buah 




tidak bisa ditunda keberadaannya, agar buah rambutan tersebut lebih cepat 
terjual, karena kesibukan dari pihak penjual yang memiliki kesibukan lain 
sepeti PNS,TNI dan lain sebagainya membuat dirinya tidak mampu 
mengurus perkebunannya. Dan juga dikarenakan pihak penjual yang tidak 
mampu memgelola perkebunan karena faktor usianya, dan juga 
dikarenakan pihak penjual yang ingin mendapatkan uang secara cepat 
guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor pembeli melakukan 
jual beli buah rambutan di pohon dikarenakan ingin mensejahterakan 
keluarga. 
3. Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli buah rambutan di pohon 
yang di laksanakan dikalangan masyarakat Desa Pulau Birandang, 
Kecamatan Kampa diperbolehkan karena yang terpenting dalam jual beli 
adanya unsur saling ridha (suka sama suka) dan menghindari perselisihan 
serta langsung di laksanakan oleh pihak yang berpengalaman. Pada 
awalnya jual beli tanpa adanya timbangan yang jelas mengandung unsur 
gharar, namun bila ditinjau dari penalaran maqāshid syari‟ah 
menggunakan metode istihṣan jual beli di pohon ini diperbolehkan, karena 
jual beli dengan cara di pohon dapat membantu ekonomi masyarakat, juga 
buah rambutan tersebut tidak terbuang secara percuma. Dalam transaksi 
jual beli perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya 
menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-







Adapun saran-saran yang menurut penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Kepada masyarakat Desa Pulau Birandang sebaiknya mengetahui 
beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqih 
muamalah, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, 
yaitu jual beli, mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, 
dan bisa memilih mana jual beli yang benar dan yang dilarang. 
2. Bagi masyarakat yang menjalankan jual beli di pohon harus sesuai dengan 
aturan yang sudah biasa terjadi, artinya bahwa masyarakat menjalankan 
cara jual beli di pohon yang sudah ada atau sudah berjalan. 
3. Sangat dibutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat, para akademis, 
maupun dari pihak pemerintah setempat untuk selalu memperhatikan 
masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi khususnya transaksi jual 
beli buah rambutan yang masih diatas pohon ini. Agar kegiatan yang 
dilakukan oleh masyarakatnya tersebut sesuai dengan ketentuan syara‟ dan 
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IMPLEMENTASI TERHADAP JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH 
RAMBUTAN DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA 
KABUPATEN KAMPAR 
 
A. Pihak Penjual (Pemilik Kebun) 
Tanggal Wawancara : 
Waktu   : 
Narasumber  : 
Jabatan   : 
Pertanyaan  
1. Bagaimana pelaksanaan jual beli (membajak) buah rambutan di Desa 
Pulau Birandang ? 
2. Sudah berapa lama pelaksanaan jual beli (membajak) buah rambutan ini 
terjadi? 
3. Berapa harga untuk bisa membajak buah rambutan ini ? 











B. Pihak Pembeli (Pembajak Buah Rambutan) 
Tanggal Wawancara : 
Waktu   : 
Narasumber   : 
Jabatan   : 
Pertanyaan 
1. Apakah sudah lama berlangganan untuk membajak buah rambutan ini ? 
2. Berapa keuntungan yang didapat dari menjual kembali buah rambutan ini? 
3. Apakah pernah mendapatkan kerugian besar akibat bencana alam ? 
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